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PUTUSAN 

Nomor  152/Pdt.G/2019/PA.Pst

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Pematangsiantar  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara pada tingkat  pertama dalam persidangan majelis  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara ;

Penggugat, umur 41 tahun,  Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan

buruh lepas, tempat kediaman di  Kota Pematangsiantar, sebagai

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

buruh, tempat kediaman dahulu di Kota Pematangsiantar dan saat

ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca  dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; 

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah meneliti bukti surat  dan mendengar saksi- saksi Penggugat; 

DUDUK PERKARA

Menimban, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan terhadap

Tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan suratnya tertanggal

16  Juli  2019,  telah  terdaftar  pada  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar  dengan Regaister  Nomor 152/Pdt.G/2019/PA-Pst  tertanggal

16 Juli 2019, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah

pada tanggal  22 April  2011 di  hadapan Pegawai Pencatat  Nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar,

Provinsi  Sumatera  Utara  dan  tercatat  dalam Kutipan  Akta  Nikah  Nomor
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00115/04/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Siantar  Martoba,  Kota  Pematangsiantar,  Provinsi  Sumatera  Utara

tertanggal 22 April 2011;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  bersama  di

kediaman orang tua Penggugat di Kota Pematangsiantar;

3. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan

belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik

saja, namun pada tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah

karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokan/pertengkaran

dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada

Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja;

b. Bahwa  setelah  setahun  menikah  Tergugat  pergi  meninggalkan

Penggugat dan sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah pulang

dan pada saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas;

5. Bahwa  puncak  percekcokan  /  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Desember  2012  yang  mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama

kurang lebih selama 6 tahun 6 bulan yaitu  sejak bulan Desember 2012

sampai saat sekarang ini;

6. Bahwa  diakibatkan  permasalahan  tersebut  Tergugat  juga  sudah  tidak

memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih

selama 6 tahun 6 bulan yaitu  sejak bulan Desember 2012 sampai  saat

sekarang ini, bahkan Tergugat juga tidak memberikan sesuatu apapun yang

dapat di pergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;

7. Bahwa diakibatkan  permasalahan  tersebut  rumah  tangga  Penggugat

dengan  Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga

tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  sakinah,

Hal 2 dari  12 halaman Putusan No 152/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan  warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya

agar  masing-masing  pihak  tidak  melanggar  norma  hukum  dan  norma

agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk

menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa  diakibatkan  permasalahan  tersebut  Penggugat  sudah  berupaya

untuk  mencari  keberadaan  Tergugat  namun  tidak  membuahkan  hasil,

bahkan saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti

sesuai  dengan surat  keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan

Naga  Pita  Kecamatan  Siantar  Martoba  Kota  Pematangsiantar  dengan

Nomor 145/1530/NPA-PS/VII/2019 tertanggal 16 Juli 2019;

9. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  seluruh biaya yang timbul  akibat

perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara  ini  sesuai  dengan ketentuan peraturan yang

berlaku;

~   Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono)ahwa

berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Pematangsiantar segera memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara  ini  sesuai  dengan ketentuan peraturan yang

berlaku;
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~  Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a qou et bono);

Bahwa pada  hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap  ke  muka  sidang,  sedangkan  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/  kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  secara resmi dan

patut melalui  radio Citra Anak Siantar  pada tanggal  17 Juli  2019 dan pada

tanggal  19  Agustus  2019  sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak

disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai

dari  Tergugat,  akan  tetapi  Penggugat  tetap pada dalil-dalil  gugatannya  ingin

bercerai dari Tergugat; 

Bahwa perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  disebabkan  karena Tergugat

tidak  pernah  datang  menghadap  di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut;

Bahwa  selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat

gugatan Penggugat  tertanggal  16 Juli  2019 yang isinya tetap dipertahankan

oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa  oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di  persidangan, maka

tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

-   Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah Nomor  00115/04/V/2011  tanggal  22  April

2011  yang  dikeluarkan oleh  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Siantar

Martoba Kota Pematangsiantar dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh

Ketua Masjelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu

diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi  Pertama,  umur  30 tahun,  agama  Islam,

pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
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- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;     

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami

Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

menikah pada bulan April 2011 di Pematangsiantar;

- bahwa  setahu  saksi  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di Medan dan terakhir tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;

- bahwa  setahu  saksi  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai  anak;

- bahwa  setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

tahun 2011;

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam

memberikan nafkah belanja kepada  Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

- bahwa saksi  sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar

karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;

- bahwa  setahu  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  tinggal

bersama lagi sejak bulan Desember 2012 dan sampai saat ini tidak pernah

bersatu lagi;

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

- bahwa setahu saksi Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

- bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan Penggugat

dan Tergugat sebelum Tergugat pergi akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi  Kedua,  umur  45  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan buruh pabrik, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;     

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami

Penggugat;
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- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah

menikah pada bulan April 2011 di Pematangsiantar;

- bahwa  setahu  saksi  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di Medan dan terakhir tinggal bersama di Kota Pematangsiantar;

- bahwa  setahu  saksi  dari  pernikahan  Penggugat  dengan  Tergugat  belum

dikaruniai  anak;

- bahwa  setahu  saksi  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak

tahun 2011;

- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam

memberikan nafkah belanja kepada  Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

- bahwa saksi  sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar

karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan;

- bahwa  setahu  saksi  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  tinggal

bersama lagi sejak bulan Desember 2012 dan sampai saat ini tidak pernah

bersatu lagi;

- bahwa setahu saksi Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

- bahwa setahu saksi Penggugat sudah pernah mencari Tergugat akan tetapi

tidak berhasil;

- bahwa  saksi  dan  pihak  keluarga  sudah  pernah  mendamaikan Penggugat

dan Tergugat sebelum Tergugat pergi akan tetapi tidak berhasil;

- bahwa saksi sebagai pihak keluarga tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Penggugat dan Tergugat;

Bahwa  Penggugat  telah  mencukupkan  alat-alat  buktinya  dan

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  tetap  pada  gugatannya  dan  mohon

gugatan dikabulkan ;

Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  lebih  jauh  di  persidangan,

semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  secara

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal  26 ayat (1), (3), (4)

dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis

Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat

hadir in person sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang

lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  syah  untuk  hadir  di  persidangan,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  dengan  demikian  telah

terpenuhi  ketentuan Pasal  149 ayat  (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim

menilai  perkara  ini  telah  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa  hadir  Tergugat

(verstek);

Menimbang,  bahwa  di  persidangan  Majelis  Hakim  telah  berupaya

menasehati  Penggugat  agar  bersabar  dan  rukun  kembali  membina  rumah

tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat

telah bertekad ingin bercerai  dari  Tergugat,  dengan demikian  Majelis  Hakim

menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

sebagaimana  telah  diubah  ke  dua  kali  dengan  Undang-undang  Nomor  50

Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  dalam

persidangan,  maka  proses  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  sebagaimana

yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  masalah  dalam  perkara  ini

adalah  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus  menerus  antara

Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka

1 s/d  8  Penggugat telah mengajukan alat  bukti  surat P serta 2 (dua) orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  bukti  P  (Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah)  yang

merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan  Penggugat  dengan
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Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat

bukti  tertulis  yang  autentik  dan  alat  bukti  a  quo telah  dimeterai  dan  di-

nazegelen serta  telah  sesuai  dengan  aslinya  sehingga  dapat  dipersamakan

dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut

mempunyai  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig  bewijskracht)  dan

mengikat (bindende bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah

memenuhi  maksud  Pasal  2  ayat  3  Undang-undang  Nomor  13  tahun  1985

Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang,  bahwa berdasarkan alat  bukti  surat  (P)  yang merupakan

syarat mutlak (conditio sine qua non) yang diajukan oleh Penggugat tersebut,

telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan

belum  pernah  becerai,  maka  dengan  demikian  Majelis  Hakim  menilai

Penggugat  adalah  pihak  yang  berkepentingan  dalam  perkara  ini  (persona

standi in judicio);     

Menimbang,  bahwa  saksi  1  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi  1 Penggugat mengenai  gugatan

Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan

dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg.  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  saksi  2  Penggugat,  sudah  dewasa  dan  sudah

disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  2  Penggugat  mengenai

gugatanPenggugat angka  1 s/d  8  adalah fakta yang dilihat sendiri,  didengar

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
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karena  itu  keterangan  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua

orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah

pada bulan April 2011 di Pematangsiantar; 

2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  anak;  

3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tidak  rukun lagi sejak tahun

2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan

uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat malas bekerja;

5.  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  rumah  sejak  bulan

Desember 2012 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

6.  bahwa pihak keluarga sudah  sering  sekali  mendamaikan Penggugat  dan

Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa  antara Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2011;
2. bahwa  penyebab  pertengkaran  karena  Tergugat  kurang  dalam

memberikan  uang  belanja  kepada  Penggugat dan  Tergugat  malas

bekerja;
3. bahwa antara  Penggugat dan Tergugat  sudah pisah rumah sejak bulan

Desember 2012 dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang

berbunyi 

طلقة           القاضى عليه فطلق زوجها على الزوجة رغبة عدم اشتد                    إذا
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Artinya :  Di saat  isteri  telah  memuncak kebenciannya kepada suami,

maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami ;

2. Kaidah Fikih    

جلب                                                                       من أولى درءالمفاسد

المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya  antara suami

isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga jo Pasal  116  huruf  f

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;
Menimbang,  bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  tanggal  17  Maret  1999  Nomor  237/K/AG/1998,  bahwa

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

pihak lain, hal  ini  adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan

dalam suatu perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas   Penggugat  belum pernah menjatuhkan talak  satu  ba’in  shugra,  maka

petitum  gugatan  Penggugat  agar  ditetapkan  jatuh  talak  satu  ba’in  sughra

Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan; 
Menimbang,  bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7  tahun 1989

biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat  semua  Pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);
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Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar

dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 November

2019 M,  bertepatan  dengan  tanggal  30  Rabiul  Awal  1441 H,  oleh  Dian

Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan,

S.H.I.,  dan Sabaruddin Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota

Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

untuk  umum  dan  dibantu  oleh  Dra.  Husnah  sebagai  Panitera  Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

         Ketua Majelis,

    dto

        DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

dto dto

MUHAMMAD IRFAN, S.H.I. SABARUDDIN LUBIS, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra Husnah

Rincian Biaya Perkara: 

1. Biaya Pendaftaran Rp  30.000,00

2. Biaya Proses Rp  50.000,00

3. Biaya Panggilan Penggugat Rp100.000,00

4. PNBP Panggilan Penggugat Rp   10.000,00

5. Biaya Panggilan Tergugat Rp 200.000,00

6. PNBP Panggilan Tergugat Rp   10.000,00

7. Biaya Redaksi Rp    10.000,00

8. Biaya Meterai Rp         6.000,  00

Hal 11 dari  12 halaman Putusan No 152/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

                           Jumlah Rp416.000,00

                                             (empat ratus enam belas ribu rupiah)
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